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Kata Pengantar 
 

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII 2016 dilaksanakan oleh Asosiasi 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI) bekerjasama dengan 

Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri di Indonesia, dan 

Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI). Konaspi VIII 

bertempat di Jakarta pada tanggal 12-15 oktober 2016 dengan Universitas Negeri Jakarta sebagai 

tuan rumah. Konvensi ini merupakan wahana akademik kaum pendidik Indonesia dalam ikut 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Konvensi 

diikuti oleh para ahli dan pakar kependidikan dengan mengambil tema “Arah Kebijakan Pendidikan 

Guru di Indonesia”. 

 

Buku elektronik prosiding ini adalah kompilasi dari semua paper yang dipresentasikan dalam 

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII 2016 dengan sub-tema:  

 

1. Standarisasi Kelembagaan LPTK  

2. Sistem Rekrutmen Mahasiswa LPTK 

3. Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Berikatan Dinas 

4. Kurikulum dan Sistem Pembelajaran LPTK 

5. Standar Mutu dan Profesionalisme Guru 

6. Sistem Pengangkatan dan Distribusi Guru 

7. Standarisasi Pendidikan PAUD dan Dikdasmen 

8. Pendidikan Guru dan Peradaban Bangsa  

 

PanitiaKonvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016 mengucapkan terima 

kasih kepada pembicara kunci, para pemakalah yang berkontribusi dalam buku ini dan semua 

partisan yang menghadiri konvensi ini. 

 

 

 

Editor 
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PENDAHULUAN 

Pertama-tama, kami menyampaikan apresiasi dan 

ucapan terima kasih kepada segenap panitia 

penyelenggara kegiatan KONASPI VIII tahun 

2016 di Jakarta karena memberi kesempatan 

kepada kami untuk menyampaikan pokok-pokok 

pikiran yang terkait dengan arah kebijakan 

pendidikan guru di Indonesia. Pokok-pokok 

pikiran ini diharapkan menjadi “energizer”dalam 

mengurai berbagai persoalan pengangkatan dan 

pendistribusian guru secara nasional. 

Tema ini tentunya terkait dengan tema besar yang 

dibahas dalam forum Asosiasiasi Lembaga 

Pendidik Tenaga Kependidikan Nasional 

Indonesia (ALPTKNI) yang memandang kegiatan 

KONASPI VIII ini sebagai forum yang tepat untuk 

memperkokoh kebijakan Transformasi dan 

Revitalisasi Pendidikan Guru. Hal ini menjadi 

jawaban dari kebutuhan dan tantangan besar yang 

sedang kita hadapi, ketika bangsa Indonesia sudah 

menyatakan diri siap memasuki era persaingan di 

Asia Tenggara dan di dunia. 

Kami meyakini bahwa sebuah lompatan kebijakan 

di negeri ini sangat kita butuhkan.Kita butuh 

menciptakan momentum mendasar untuk berubah. 

Langkah ini harus kita ambil agar Indonesia lebih 

akseleratif dan tidak lagi berkutat dalam masalah 

klasik terkait dengan pengangkatan dan distribusi 

guru. 

KONDISI OBJEKTIF TATA KELOLA GURU 

DI INDONESIA 

Sejauh ini, tudingan yang muncul dari berbagai 

pihak tidak terlepas dari beberapa kondisi objektif 

yang terjadi dalam tata kelola guru di Indonesia, 

antara lain: (1) minimnya pengangkatan guru baru, 

dengan alasan rasio guru dan siswa sudah cukup; 

(2) birokrasi pendistribusian guru berada di daerah, 

akibatnya kelebihan dan kekurangan guru sulit 

terdeteksi dan dieksekusi; (c) sistem informasi data 

guru belum memadai; (d) promosi guru cenderung 

tertutup, akibatnya guru yang berprestasi tinggi 

cendrung digunakan untuk menduduki jabatan di 

pemerintahan; (e) belum adanya komitmen yang 

kuat tentang pengangkatan guru honor, sehingga 

menimbulkan keresahan;(f) isu distribusi guru 

belum mendapat perhatian yang serius dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, karena banyak 

pihak masih cendrung menjadi guru di wilayah 

perkotaan ketimbang di daerah terluar, terdepan 

dan terpencil. Untuk mencermati akar masalahnya, 

perlu ditelusuri rasio guru dengan siswa dan 

sekolah. 

Rasio Guru dengan Siswa dan Sekolah 

 

Untuk merespon kondisi objektif yang ada, 

diperlukan data yang cukup guna menentukan arah 

kebijakan pendidikan nasional ke depan, agar lebih 

terukur seiring munculnya isu-isu yang tidak 

produktif yang bisa menjadi “predator” bagi 

lembaga pendidikan. 

Adapun upaya “sederhana” yang bisa dilakukan 

pemerintah dan perguruan tinggi adalah melakukan 

kajian mendalam berkenaan dengan rasio guru 

dengan siswa serta sekolah. Simulasi data melalui 

hasil kajian mendalam adalah prasyarat utama 

sebelum dilakukan reformasi tata kelola guru 

dimulai dari redistribusi guru sampai kebijakan 

rekruitmen guru baru. Redistribusi guru bertujuan 

menjawab kekuatiran sebagian pihak melihat 

pendistribusian guru yang belum merata dan belum 

mencapai rasio ideal. Kebijakan redistribusi juga 

memastikan layanan pendidikan bagi anak usia 

sekolah (age-group population) berjalan lancar, 

terdiri a) 0-6 tahun/year 33.517.600, b) 7-12 

tahun/year 27.381.500, c) 13-15 tahun/year 

13.386.000, d) 16-18 tahun/year 13.281.300l, e)19- 

23 tahun/year 21.592.800 (Kemendikbud, 2016:2). 
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Redistribusi guru, sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 5, serta beberapa produk hukum turunannya 

menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan layanan 

pendidikan bagi setiap warga adalah 

tanggungjawab pemerintah. Untuk memastikan 

layanan itu berjalan optimal, harus dicermati dari 

rasio guru dengan siswa maupun jumlah minimal 

guru di masing-masing sekolah yang ada. Hal ini 

bisa dicermati dari pemenuhan persyaratan 

penerbitan NUPTK, sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

Pasal 17 yang menetapkan bahwa guru tetap 

pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan 

tunjangan profesi apabila mengajar di satuan 

pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta 

didik terhadap gurunya sebagai berikut: (1) 

TK/RA, atau yang sederajat 15:1; (2) SD atau yang 

sederajat 20:1; (3) MI atau yang sederajat 15:1; (4) 

SMP atau yang sederajat 20:1; (5) MTs atau yang 

sederajat 15:1; (6) SMA atau yang sederajat 20:1; 

(7) MA atau yang sederajat 15:1; (8) SMK atau 

yang sederajat 15:1; dan (9) MAK atau yang 

sederajat 12:1. Sangat jelas bahwa dilihat dari rasio 

guru dalam satu sekolah dengan jumlah minimal 

disetiap jenjang pendidikan (1) SD minimal 8 

orang; (2) SMP 10 orang; (3) SMA12 orang;(4) 

SMK 10 orang; (5) TK 7 orang dengan 

pertimbangan bahwa masing-masing sekolah 

memiliki murid minimal 100 orang. 

 

Berdasarkan data yang dirilis Kemendikbud RI 

2016, posisi guru berjumlah 3.439.794 orang. 

Sehingga, jika dicari angka rasio guru dan siswa 

pada setiap jenjang pendidikan, maupun angka 

minimal guru masing-masingnya, dapat 

disimpulkan bahwa rasio guru dengan peserta didik 

disetiap jenjangnya sudah mendekati angka ideal, 

sebagaimana dirangkum dalam tabel 1 

Tabel 1  Rasio Guru dengan Murid dan Sekolah 

 

No. 

Jenjang 

Pendidika

n 

 

Sekolah 

 

Siswa 
Guru 

yang 

ada 

Rasio guru 

dari jmlh 

sek (min) 

Rasio 

guru dari 

jmlh 

siswa 

(min) 

 

Keterangan 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. TK 85.499 4.495.432 366.635 598.493 299.695 Rasio guru dari jumlah 
sekolah belum 
ideal, dari jumlah siswa 
sudah    ideal, 

a. Negeri 3.186 309.255 17.655 22.308 20.617  

b. Swasta 82.313 4.186.177 348.980 576.191 279.078 berarti distribusi
 diperlukan 
berdasarkan sekolah. 

2 SLB 1.962 114.085 26.859 22.817 22.817 Rasio guru dengan siswa 
sudah ideal, 
 

tinggal distribusi yang 

belum merata 

a. Negeri 521 44.473 9.877 8.894 8.894 

b. Swasta 1.441 69.612 16.982 13.923 13.923  3. SD 147.536 25.885.05 1.795.613 1.180.288 1.294.254 Rasio guru dengan siswa 
dan 
sekolah sudah ideal, 
tinggal distribusi 
yang belum merata 

a. Negeri 132.381 22.795.93 1.592.547 1.059.048 1.139.797 

b. Swasta 15.155 3.089.118 203.066 121.240 154.457 

4. SMP 37.023 10.040.27 681.422 370.230 502.014 Rasio guru dengan siswa 
dan sekolah 
sudah ideal, tinggal 

distribusi yang belum 

merata 

a. Negeri 22.475 7.510.978 500.545 224.750 375.548 

b. Swasta 14.548 2.529.299 180.877 145.480 126.466 

5. SMA 12.689 4.312.407 295.912 152.268 215.620 Rasio guru dengan siswa 
dan sekolah 
sudah ideal, tinggal 

distribusi yang belum 

merata 

a. Negeri 6.355 3.174.888 208.777 76.260 158.745 

b. Swasta 6.334 1.137.519 87.135 76.008 56.875 
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6. SMK 12.659 4.334.987 273.353 126.590 288.999 Rasio  guru  dengan  
sekolah   sudah 
ideal,  namun  dengan  
jumlah  siswa 
belum ideal sekaligus 
belum merata. 

a. Negeri 3.320 1.825.155 127.420 33.200 121.677 

b. Swasta 9.339 2.509.832 145.933 93.390 167.322  
Jumlah Total 297.368 49.182.2 3.439.794 2.450.686 2.623.399 

a. Negeri 168.238 35.660.68 2.456.821 1.424.460 1.825.278 

b. Swasta 129.130 13.521.55 982.973 1.026.232 798.121 

Analisis dari Ikhtisar Data Pendidikan 2015-2016 oleh Kemendikbud RI, 2016;2. 

 

Tabel 1 di atas, menunjukkan data yang dirilis 

Kemdikbud 2016, dengan posisi guru 3.439.794, 

siswa yang dilayani 49.182.241 pada 297.368 

sekolah sudah menunjukkan rasio ideal. Analisis 

ini sejalan dengan laporan Bank Dunia (2011) 

yang sudah merilis hasil monitoring terhadap 

rasio siswa-guru dinilai sudah membaik, 

sebagaimana dikutip dalam laporan di bawah ini 

 

Gambar 1 : Rasio Siswa-Guru di Indonesia, 2001-2007 

 

Dari analisis data terkini pada tahun 2016 dan 

laporan Bank Dunia 2011 bisa disimpulkan bahwa 

rasio guru dengan murid dan sekolah rata-rata 

sudah menuju ke arah yang ideal. Sebagai catatan 

khusus, rasio guru dan siswa pada level Taman 

Kanak-Kanak (TK) masih perlu intervensi berupa 

rekruitmen guru baru. 

Rekruitmen Guru oleh “Banyak Pihak” 

Fakta objektif lainnya yang menarik untuk ditelisik 

adalah proses rekruitmen guru. Persoalan 

rekruitmen guru menimbulkan berbagai masalah, 

misalnya menyangkut kebijakan penggajian, 

standar kualitas pendidik, pengelolaan karir, 

pendistribusian dan lainnya. Dalam proses 

rekruitmen guru, ditemukan “keterlibatan banyak 

pihak”, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, 

Kabupaten dan Kota, Yayasan, Komite sekolah 

maupun Lembaga donor lainnya, sebagaimana 

dilihat dalam gambar 2 di bawah ini: 
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Gambar  2 : Rekruitmen Guru dan Pihak yang mengangkat 

 

Sumber: http://referensi.data.kemdikbud.go.id/, diakses, 20 September 2016 

 

Banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

rekruitmen guru menjadikan persoalan guru di 

berbagai tingkatan pemerintah sulit diselesaikan. 

Misalnya soal standar mutu guru yang diterima, 

kredibilitas proses rekruitmen, pilihan dan tingkat 

kompetisi serta peluang untuk mendapatkan 

kandidat terbaik sulit dilaksanakan. Bahkan 

sepertinya ada indikasi bahwa yayasan, atau 

lembaga pendidikan menjadi “pintu masuk” 

seseorang menjadi Aparat Sipil Negara (ASN). Hal 

ini tentu membutuhkan (mekanisme) kontrol yang 

ketat, sehingga ke depannya tidak menjadi masalah 

bagi pemerintah terkait dengan pengembangan 

karir, kesejahteraan, hak dan kewajiban sebagai 

pendidik. Karena urusan gaji guru dengan 

pemberlakukan Undang-Undang No. 14 Tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen memberikan 

konsekuensi bagi pengeluaran negara yang 

semakin besar (meningkat dua kali lipat), seperti 

dijelaskan dalam tabel 2 di bawah ini

Tabel 2 Jenis Guru untuk seluruh jenjang sekolah dan pengajiannya serta ciri khusus 

 

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/%2C%20diakses
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Penggajian guru diproyeksi akan semakin 

memberatkan keuangan negara seiring dengan 

masuknya gelombang guru baru, dan semakin 

bertambahnya guru dalam jabatan yang 

tersertifikasi. Meski hal ini menjadi Amanat 

Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, tapi tak bisa diabaikan bahwa UU 

No.14/2005 juga memberikan amanat 

peningkatkan mutu tenaga kependidikan melalui 

pengakuan atas kompetensi dan profesionalisme 

guru. Sasaran-sasaran tersebut diharapkan bisa 

tercapai melalui penyediaan tunjangan 

profesional dan perlakuan tersendiri bagi daerah 

khusus. Semua ini bertujuan mendorong guru agar 

meningkatkan kualifikasi mereka dan agar lebih 

tertarik mengajar di daerah-daerah terpencil 

sehingga mampu mendistribusikan guru secara 

merata, khususnya untuk daerah-daerah terdepan, 

terluar dan terpencil (3T). 

KEBIJAKAN YANG BERSIFAT RESPONSIF 

DAN SOLUTIF 

 

Adapun langkah inisiatif yang perlu dilakukan 

terhadap sistem pengangkatan dan 

pendistribusian guru adalah reformasi tata kelola 

guru, dimulai dari redistribusi dan rekrutmen 

guru. Selama ini kebijakan tata kelola guru selalu 

diawali dengan rekrutmen guru yang berjalan 

“longgar” kemudian terus didistribusikan. 

Akibatnya, siapa saja bisa menjadi guru tanpa ada 

seleksi kompetensi yang “ketat”. Ujungnya, 

pemerintah kesulitan dalam penggajian, 

pembinaan dan pengawasannya (Baswedan, 

2015). Untuk mengatasi persoalan redistribusi 

dan rekruitmen guru baru secara berkualitas, 

Indonesia membutuhkan kebijakan yang bersifat 

responsif dan solutif dalam konteks tata kelola 

guru (teacher management). Kebijakan itu oleh 

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan 

Kemendikbud RI disebut “quick win” berupa 

redistribusi guru dan rekrutmen guru berkarya 

merupakan langkah baik yang mesti didukung. 

 

Keberanian melakukan Redistribusi Guru 

(Beberapa Model Alternatif) 

 

Untuk suksesnya kebijakan-kebijakan itu 

dilaksanakan ada beberapa hal yang mesti 

diperhatikan, antara lain:(1) pendekatan 

lingkungan (environment); (2) pendistribusian 

informasi; dan (3)   sociaproofing. Kebijakan-

kebijakan yang bersifat “Quick Win” terkait 

dengan kebijakan rekruitmen dan pendistribusian 

guru berbentuk "key leverage" dengan 

melakukan perbaikan pada aspek-aspek utama. 

Dengan begitu, publik akan langsung merasakan 

bagaimana kekurangan guru di sekolahnya bisa 

diatasi sementara di sekolah lainnya terjadi 

kelebihan guru. Di sekolah tertentu banyak guru 

yang sulit memenuhi ketentuan mendapatkan jam 

mengajar yang sesuai dengan beban kerjanya 

untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. 

Sebaliknya di berbagai daerah pedesaan, lebih 

ironinya di daerah terluar, terdepan dan terpencil 

pemerintah kesulitan mendistribusikan guru. 

Karena berbagai pertimbangan yang 

menyebabkan calon guru maupun guru yang 

sudah ada ingin bermigrasi ke daerah perkotaan. 

 

Selama ini pemerintah mencoba memenuhi 

kebutuhan guru dengan melakukan program 

pengangkatan guru baru mesti dirubah dengan 

paradigma redistribusi guru dengan menghitung 

beban kerja sebagaiman amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru 

Pasal 17 Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa 

“beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua 

puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 

(empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) 

minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan 

yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah”. Untuk mengatasi hal ini, 

pemerintah diminta untuk memiliki keberanian dan 

kepercayaan diri yang kuat melakukan redistribusi 

guru. Kebijakan redistribusi guru harus segera 

diambil. Tanpa kebijakan yang komprehensif, kita 

akan sulit mencapai posisi ideal dengan komposisi 

siswa dan kondisi geografis sekolah yang berada 

pada lokasi berjauhan. Sekaligus potensi guru 

bermigrasi ke perkotaan semakin menggoda 

seiring masih terjadinya disparitas fasilitas 

kehidupan antara perdesaan dan perkotaan. 

 

Saya yakin kebijakan redistribusi guru bisa berhasil, 

kalau pemerintah melakukan intervensi dengan 

menanamkan mentalitas pemenang yang menjadi 

bagian dari kebijakan quick win bagi guru di tengah- 

tengah semangat berkompetisi yang tinggi. 

Program Revolusi Mental yang dicanangkan 

Presiden Jokowi bisa menjadi pemantik guru-guru 
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yang berusia produktif-bersemangat mengikuti 

program mengajar di daerah 3T (Terluar, Terdepan 

dan Terpencil) sebelum menduduki jabatan 

strategis baik di sekolah maupun pada unit kerja 

lainnya di lingkungan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

 

Indikator keberhasilan Quick Win dalam 

redistribusi guru ditandai dengan perubahan 

mindset guru dengan semangat ikhlas dan gembira 

mengikuti kebijakan redistribusi dengan berbagai 

kompensasi yang mesti dipikirkan pemerintah, di 

antaranya menyangkut biaya hidup, biaya migrasi, 

dan kompensasi tunjangan lainnya sekaligus 

promosi karir. Kebijakan seperti ini memberikan 

semangat dan harapan baik bagi setiap guru yang 

ingin karirnya ke depan lebih baik dengan 

persyaratan siap mengikuti program redistribusi 

antar daerah atau antar provinsi yang dikelola oleh 

pemerintah pusat dengan mendapatkan 

pertimbangan dan insentif dari pemerintah daerah. 

 

Untuk keberhasilan kebijakan ini, Pemerintah 

pusat dan daerah perlu bekerja sama melakukan 

redistribusi guru di seluruh Indonesia. Langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah membuat 

pendataan guna memastikan kelebihan dan 

kekurangan guru di tiap wilayah; kedua, sesuai 

kewenangan yang dimiliki, Pemda berhak 

memindahkan guru berdasarkan kebutuhan di setiap 

area sesuai jenjang pengabdian dan mata pelajaran 

yang diampu. Proses redistribusi guru bisa 

dilakukan dengan berbagai model, antara lain: 1) 

model multigrade teaching atau model pengelolaan 

kelas rangkap (PKR) bagi sekolah yang mengalami 

kekurangan guru; 2) model Graf per mata  

pelajaran dengan Algoritma Dijkstraa, 3) model 

sistem pendukung redistribusi dan rekruitmen guru 

berbasis aplikasi yakni Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) guru; 3) model redistribusi guru 

melalui participatory management 

 

1. Model Multigrade Teaching atau Model 

Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) 

 

Redistribusi guru bisa menggunakan model 

Multigrade teaching (MGT) atau sering juga 

dikenal dengan menghitung jumlah kebutuhan 

guru menggunakan program pembelajaran kelas 

rangkap (PKR). Model ini sudah banyak 

diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. 

Penggunaan model ini dilakukan karena faktor 

pendistribusian tenaga guru yang belum merata, 

letak geografis yang sulit dijangkau, jumlah siswa 

relatif kecil, keterbatasan ruangan, atau 

ketidakhadiran guru. Penggunaan model 

multigrade teaching sangat ditentukan oleh kondisi 

dan kebutuhan sekolah, dengan persyaratan guru 

sudah diberikan pelatihan dan kreativitasnya 

mengelola pembelajaran kelas rangkap sudah teruji 

(Hendikawati, 2008: 61). Disamping itu model 

PKR ini cocok juga digunakan untuk Sekolah 

Dasar yang mengalami kekurangan guru di daerah 

perbatasan atau terpencil (Maasawet, 2015:1-7) 

 

Model Multi Grade Teaching ini harus dipahami 

sebagai sebuah program transisi, karena mengajar 

lebih dari dua kelas akibat kekurangan guru tentu 

akan memperburuk disparitas mutu antara sekolah 

yang kelebihan guru dengan sekolah yang 

kekurangan guru, sembari pemerintah menyiapkan 

kebijakan dengan model distribusi guru lainnya. 

 

2. Model Graf per Mata Pelajaran dengan 

pendekatan Algoritma Dijkstraa 

 

Model Graf menjadi salah satu model redistribusi 

guru menggunakan pendekatan Algoritma 

Dijkstraa yang bertujuan mencari path terpendek 

antara dua titik sekolah (Jong Jek, 2006). Model ini 

adalah suatu diagram yang memuat informasi 

tertentu untuk diinterpretasikan secara tepat 

mendistribusikan kembali atau memutasi guru. 

Adapun dokumen yang diperlukan berupa data 

tentang sekolah–sekolah mana yang kelebihan dan 

sekolah-sekolah mana yang kekurangan guru, 

dalam hal ini data dari NUPTK diolah yang 

kemudian menjadi data sekolah yang kelebihan 

guru dan sekolah yang kekurangan guru. Model 

Graf mampu menggambarkan alur pendistribusian 

ulang guru (redistribusi) secara tepat, berdasarkan 

parameter: status kepegawaian, jenis kelamin, 

masa kerja, golongan dan jarak. Dengan 

menggunakan algoritma Dijkstraa dapat diketahui 

adanya path terpendek dari sekolah yang kelebihan 

guru ke sekolah yang kekurangan guru. 
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3. Model Participatory Management 

 

Model redistribusi guru melalui participatory 

management dapat dipahami sebagai 

pemberdayaan guru untuk ikut serta mengambil 

keputusan berkaitan dengan upaya mengatasi 

masalah pendistribusian guru di berbagai sekolah. 

Dalam konteks budaya birokrasi yang sudah 

mapan faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan 

dalam melaksanakan manajemen partisipasi ini 

yaitu ketentuan beban kerja 24 jam tatap muka bagi 

PNS dan pemberian tunjangan bagi guru di daerah 

terpencil sebagaimana menjadi amanat 

Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 memberikan 

penguatan kegiatan pokok guru merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, membimbing dan 

melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas 

tambahan. Beban kerja guru sekurang-kurangnya 

24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) 

minggu mendorong guru bersedia ditempatkan di 

berbagai daerah. Sekaligus pemberian tunjangan 

kepada guru di daerah terpencil dapat juga 

mengatasi masalah kekurangan guru diberbagai 

sekolah tertentu (Yani, 2010: 47). 

 

Ada beberapa faktor pra-kondisi yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan model redistribusi 

guru melalui Participatory Management, antara 

lain, (1) payung hukum kebijakan; (2) basis data 

dan informasi kependidikan; dan (3) penyediaan 

dana tunjangan. Payung hukum terkait dengan 

mekanisme atau aturan main ini bagi guru yang 

akan memenuhi beban kerja guru 24 jam tatap 

muka, bisa diperboleh dengan mengajar di sekolah 

lain melalui status guru kunjung (visiting teacher). 

 

Model ini sudah banyak diterapkan di berbagai 

daerah, misalnya di Kabupaten Sukabumi Jawa 

Barat. Dalam melaksanakan visiting teacher, guru 

dibekali dengan kelengkapan administrasi yang 

baku dan dengan pembekalan (kompetensi guru) 

yang memadai. Artinya, tidak hanya berkunjung ke 

sekolah yang kekurangan guru tetapi mereka 

wajiba “membawa” inovasi pembelajaran hasil 

pelatihan visiting teacher. Selanjutnya, ia juga 

harus membawa data dan sistem informasi 

distribusi guru. Data ini menjadi kebutuhan yang 

mendesak karena tanpa data, para pengelola akan 

sulit menjalankan kebijakan. Penyediaan dana 

tunjangan, bisa bersifat instan dan atau bersifat 

bersaing. Tujuannya untuk semua guru yang 

melaksanakan tugas di daerah terpencil atau 

melaksanakan tugas pelayanan di sekolah yang 

kekurangan guru (baik guru kelas di SD-MI 

maupun guru bidang studi di SMP-MTs) bisa 

diberikan tunjangan yang bersifat bersaing 

merupakan tunjangan yang diperlombakan. 

Tunjangan bersaing sangat cocok bagi guru yang 

melakukan inovasi pembelajaran dan menjadi 

agent of change bagi sekolah yang dikunjunginya. 

Kegiatan guru yang menjadi agent of change 

misalnya dapat memberi wawasan tentang 

pengembangan dan inovasi pembelajaran lainnya. 

 

4. Model Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

Guru 

 

Sistem pendukung redistribusi maupun pengadaan 

guru sudah saatnya berbasis aplikasi yang 

menggunakan model Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) guru yang sudah dirancang Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam menentukan 

kekurangan dan/atau kelebihan dan pendistribusian 

guru pada setiap sekolah berdasarkan jumlah yang 

ada. Sistem ini hendaknya memuat sub sistem basis 

data, dan subsistem antar muka pengguna, guna 

menentukan rasio siswa- guru, siswa-rombongan 

belajar, dan guru-rombongan belajar. 

 

SIM Guru menyediakan data yang menampilkan 

informasi penting mengenai guru, sekolah dan 

siswa. Selain itu SIM Guru menyediakan informasi 

tentang penduduk usia pra sekolah, usia sekolah 

untuk tiap-tiap kecamatan. Basis data antar muka 

pemakai terdiri dari Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten dan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kecamatan, hak akses pemakai 

terhadap sistem sesuai dengan tipenya masing-

masing yang diatur oleh administrator sistem. 

Dengan kemampuan SIM Guru, maka pembuat 

keputusan pada level nasional dan memperoleh 

support data/informasi dari pemerintahan daerah 

(Provinsi, Kabupaten danKota) sehingga akan 

terbantu dalam pengadaan dan pendistribusian 

guru. Dengan sistem ini juga akan mempermudah 

pemerintah di setiap tingkatan dalam melakukan 

proses update data, karena setiap saat kebutuhan 
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data bisa tersedia secara cepat, tepat dan akurat 

(Sembiring, 2004). 

Rekruitmen Guru secara Nasional 

 

Analisis rasio guru dengan siswa sebagaimana 

dalam tabel 1 di atas juga dikuatkan dengan data 

SIM guru yang dirilis Harian Nasional (15 Maret 

2016) yang mengungkapkan bahwa hampir tiap 

wilayah di Indonesia mengalami kelebihan guru. 

Data SIM Guru mencatat ada kelebihan 159.322 

guru untuk jenjang SD dan 381.726 tenaga pendidik 

untuk tingkat SMP. Di tingkat SD ada 1.17.356 guru 

padahal pendidik yang dibutuhkan hanya 

1.008.034. Di SMP ada 1.393.272 guru meski 

kebutuhannya hanya 1.011.546 tenaga pendidik. 

Data SIM guru dalam melakukan analisis kebutuhan 

guru menggunakan dasar penghitungan didasari 

atas Rasio Guru Siswa (RGS) 1:24 dengan 24 jam 

mengajar dalam seminggu bagi setiap guru. Data 

SIM Guru mensuplai data beberapa wilayah di 

Indonesia yang mengalami kelebihan guru, namun 

terdeteksi juga daerah yang mengalami 

kekurangan guru yakni di Provinsi Papua. Untuk 

guru SD, dibutuhkan 8.023 guru, yang tersedia 

hanya 7.153. Sebanyak 2.043 berstatus PNS lulusan 

S1, 3.066 PNS non S1, dan 130 hononer S1. Untuk 

mengatasi permasalahan kekurangan guru 

diberbagai daerah, disamping membutuhkan 

kebijakan pemerintah untuk redistribusi juga 

dibutuhkan rekruitmen guru baru. Karena tiap 

tahun guru di Indonesia memasuki usia pensiun, 

sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3 dibawah ini 

 

Tabel 3 Proyeksi Guru Memasuki Pensiun 

Sumber : 
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/Gambar 3 : 
Proyeksi Pensiunan GTK 

Kebijakan pengangkatan guru sudah semestinya 

dilakukan secara nasional dalam rangka menjaga 

nilai-nilai persatuan nasional dan penguatan 

wawasan kebangsaan yang inklusif (bhinneka 

tunggal ika). Karena guru menjadi salah satu 

instrumen (input utama) dalam proses pendidikan 

kebangsaan. Guru juga menjadi “jantung”nya 

pendidikan Indonesia. Melihat pentingnya peranan 

guru dalam proses pendidikan dan kaitan antara 

pendidikan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, 

nampaknya perlu menempatkan pengambilan 

kebijakan pengangkatan guru dalam posisi yang 

ruang lingkupnya secara nasional. 

Tata kelola manajemen guru sebaiknya menjadi 

kewenangan pemerintah pusat, dengan menimbang 

potensi, aspirasi dan “kebutuhan spesifik” pada 

setiap wilayah di Indonesia. Posisi ini diperkirakan 

jauh lebih tepat dibandingkan dengan posisi yang 

didominasi oleh pemerintah daerah. Ada beberapa 

alasan-alasan yang dapat dikemukakan    sebagai 

pertimbangan: a) kebijakan pengadaan 

(pendidikan prajabatan) guru berada di satu tangan 

dengan kebijakan pengangkatan, sehingga prinsip 

supply-demand approach dapat diterapkan; b) 

kebijakan pemerataan pemenuhan kebutuhan guru 

menurut daerah dapat dilaksanakan sehingga 

menghindarkan adanya ketimpangan dalam jumlah 

guru antara satu daerah dengan daerah lain; c) 

kebijakan pengangkatan guru secara terbuka dapat 

terlaksana sepenuhnya, artinya bahwa 

penerimaan/pengangkatan seseorang guru di suatu 

daerah tanpa secara (mutlak) memperhatikan 

daerah asal atau latar etnik calon guru (Simbolon, 

2001). 

Agar diskresi pengangkatan guru lebih bermakna 

dan mendapatkan pilihan yang kredibel, maka 

proses secara nasional dengan mengkanalisasi 

kebutuhan guru baru masing-masing daerah 

maupun kebutuhan pindahan guru melalui analisis 

kohor arus jumlah siswa setiap tahunnya dalam 

tempo waktu yang panjang, seperti dijelaskan pada 

gambar 4 di bawah ini. 

Tahun 2016 39,064 

Tahun 2017 46,867 

Tahun 2018 64,773 

Tahun 2019 77,535 

Tahun 2020 88,296 

Jumlah Keseluruhan 316,535 

 

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/
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Gambar 4 : Arus Siswa SD, SMP, SMA, MA dan SMK menggunakan Analisis Kohort 

2016/2017 

Dengan analisis kohor di atas, pemerintah daerah 

akan mengetahui 1) populasi siswa di tiap 

kabupaten/kota; dan 2) jumlah guru yang mutasi, 

meninggal, maupun yang diberikan tanggungjawab 

tambahan lainnya dalam jabatan tertentu. Begitu 

juga analisis kohor membantu Pemerintah 

Kabupaten/Kota berkesempatan menyampaikan 

kebutuhan guru setiap tahunnya, sambil 

memperhatikan daerah asal guru-guru, dengan 

tujuan agar tidak ada keinginan/peluang dari guru 

untuk mutasi dalam jangka pendek (World Bank, 

2011).Pengangkatan Guru Honorer harus selektif 

melalui sistem seleksi Nasional 

Kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menyisakan 

masalah pelik ditengah rasio guru dan siswa serta 

sekolah mendekati ideal. Memang realitasnya dari 

3,4 juta guru yang ada dalam laporan Kemdikbud 

RI, belum semua berstatus PNS dan tentu saja 

mereka yang sudah lama mengabdi dan memenuhi 

standar penerimaan PNS sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian bisa diproses untuk 

ditingkatkan statusnya menjadi PNS. Hal ini guna 

menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan 

dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil 

guna. Persoalannya tidak semua guru honorer itu 

layak diangkat menjadi PNS, seleksi 

penerimaannya juga harus melalui proses yang 

diberlakukan secara nasional agar memenuhi 

standar kepegawaian secara nasional (Sahabat, 

2013). 

Rekruitmen Guru Melalui Program SM3T Perlu 

Diteruskan 

 

Kebijakan pemerintah yang strategis sudah tertuang 

dalam program kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) RI berupa rekruitmen 

guru melalui program Sarjana Mengajar di daerah 

Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). 

Berdasarkan pengalaman dan survey yang 

dilakukan pada masing-masing penyelenggara 

program SM3T, memberikan indikasi bahwa 

program SM3T perlu dilanjutkan. Program ini 

mampu untuk mengatasi kesenjangan pendidikan 

antara daerah di Jawa dan wilayah luar Jawa.Tahun 

2016, peminat guru PNS wajib mengikuti serta 

pendidikan asrama dahulu sebelum mengikuti 

program SM3T. Dengan model SM3T, menjadikan 

calon guru yang akan berstatus pegawai negeri sipil 

alias PNS mirip dengan menjadi dokter karena 

sama-sama harus mengabdi di daerah terluar, 

terdepan dan terpencil lebih dahulu. Seperti kita 

ketahui, bahwa untuk menjadi dokter PNS, calon 

dokter harus mengikuti program pegawai tidak 
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tetap (PTT) di daerah terpencil. Hal yang sama 

seharusnya bisa berlalu bagi calon-calon guru PNS. 

 

Program SM3T sebetulnya bukan program baru 

sudah dimulai sejak tahun 2011 dipelopori 

Mendikbud Mohammad Nuh sudah menerjunkan 

2.400 calon guru PNS ke berbagai pelosok negeri. 

Kini SM3T telah memasuki angkatan kelima, 

proses seleksinya dilaksanakan pada 21 lembaga 

pendidik tenaga kependidikan (LPTK). Mereka 

diterjunkan dan mengabdi di wilayah terpencil 

selama setahun. Setelah itu kembali ke LPTK, 

mengikuti PPG berasrama selama dua semester. 

Selama mengabdi di daerah 3T dan menjalankan 

PPG, mereka mendapatkan bantuan dari 

pemerintah.Pemerintah menetapkan sembilan 

provinsi yang menjadi tempat penempatan SM3T, 

yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), 

Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Kepulauan 

Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan 

Maluku. Karena kabupaten-kabupaten di provinsi 

itu pasti jauh dari kota. Setelah menyelesaikan 

program ini, kemudian dilanjutkan Program 

Pendidikan Guru (PPG), dimana mahasiswa 

menempuh pendidikan di asrama. Semua 

perguruan tinggi yang tergabung dalam ALPTKI 

ini adalah sebagai penyelenggara. 

 

SM3T merupakan sistem rekrutmen guru, mampu 

memberikan pemetaaan kebutuhan guru baru 

secara nasional. Sekaligus mampu menghadirkan 

guru-guru pejuang tangguh, siap mengabdi dimana 

saja, karakter nasionalnya terbangun, siap 

mengabdi dengan ikhlas dan hidup penuh 

kesederhanaan. Peserta SM3T terbukti juga 

mampu mempunyai kekayaan “aspirasi” untuk 

kemajuan Indonesia. Karakter baik yang 

didapatkan mereka (dari lapangan) menjadi nilai 

tambah ditengah-tengah kompetisi rekruitmen guru 

yang semakin ketat. Hasil survey PPG dan SM3T 

perlu menjadi catatan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI. Dimana peserta PPG dan SM3T, 

keinginan untuk kembali dan membangun daerah 

asal 3T menunjukkan hasil bahwa 21% tidak ingin 

kembali ke daerah 3T, sebanyak 36% menyatakan 

ingin kembali ke daerah 3T dengan syarat ada 

jaminan menjadi PNS dan dapat mengajukan 

pulang kembali ke tempat kelahirannya setelah 3-5 

tahun berada di daerah 3T. Sedangkan 43% belum 

memiliki sikap (belum tahu) ke depannya (Ridho, 

2015:7). Peserta SM3T dari sisi perjuangan dan 

daya tahannya (adversity question) dalam 

menghadapi berbagai kesulitan sudah teruji. 

 

PENUTUP 

1. Berbagai data dan fakta menunjukkan bahwa 

rasio guru dan siswa sudah menunjukkan 

posisi ideal, dibeberapa daerah terjadi 

kelebihan guru dan di daerah lainnya ada yang 

mengalami kekurangan guru. Untuk itu 

kebijakan pemerintah, perlu melakukan 

redistribusi guru, sekaligus rekruitmen guru 

untuk memberikan kepastian pengangkatan 

guru honorer dan kesempatan peserta didik 

baru dari lulusan LPTK untuk mengabdi 

menjadi guru; 

2. Agar rekruitmen guru berjalan baik, maka 

perlu dilakukan, antara lain: (a) menyesuaikan 

formula penentuan jumlah guru di sekolah 

sehingga lebih mencerminkan kebutuhan d 

sekolah- sekolah berukuran 

kecil;(b)memperkenalkan pola pengajaran 

kelas rangkap di sekolah dasar berukuran kecil 

terutama yangberlokasi di wilayah yang sulit 

dijangkau;(c) menyusun suatu sistem yang 

memungkinkan guru memperoleh sertifikasi 

untuk mengajar lebih darisatu mata pelajaran 

(Mapel) dan mendorong guru untuk mengajar 

Mapel ganda terutama di sekolah- sekolah 

menengahberukuran kecil; dan(d) menerapkan 

ketentuan beban mengajar minimum 24 jam 

per minggu; 

3. Dalam jangka panjang, proses rekruitmen guru 

bukan hanya berorientasi memenuhi kebutuhan 

nasional melainkan juga berorientasi merebut 

pasar kerja internasional yang semakin 

terbuka di berbagai negara berkembang, 

terutama di kawasan ASEAN; 

4. Pendistribusian guru harus dilakukan dengan 

konsep quick win yang berorientasi pada 

berbagai program fundamental yang bisa 

dirasakan manfaat dan iklim perubahannya ke 

arah yang lebih baik, dengan kepekaan tertentu 

dalam mengambil keputusan di tingkat 

nasional dan di daerah, melalui sistem 

informasi/data guru yang lebih komprehensif; 

5. Manajemen tata kelola guru harus dilakukan 

menggunakan berbagai model redistribusi, 

maupun system rekruitmen secara nasional 

sehingga standar proses seleksi bisa dikontorl, 

penggajian dan pengembangan karir 

dilakukan secara professional; 

6. Program SM3T masih perlu dilanjutkan 

dengan berbagai perbaikan dan komitmen dari 

pemerintah pusat dan daerah. 
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